BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Konfigurasi norma dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
bermasalah secara konstitusional dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) serta ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan batas usia 60 (enam puluh)
tahun pada dasarnya sah sebagai jaring pengaman kepastian hukum, namun
ketiadaan pembatasan periode dan evaluasi kinerja berkala yang
menyertainya telah melampaui batas open legal policy. Ketiadaan instrumen
tersebut meniadakan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat,
melahirkan efek kriminogen berupa praktik jual-beli jabatan akibat nilai
ekonomi posisi yang sangat tinggi, serta menutup kesamaan kesempatan
secara struktural bagi warga negara lain untuk berpartisipasi dalam
pemerintahan desa.

2. Rekonstruksi ideal untuk mewujudkan tata kelola aparatur desa yang
profesional adalah dengan menata ulang Pasal 53 Undang-Undang Desa
melalui tiga elemen utama. Pertama, penerapan periodisasi jabatan selama
6 (enam) tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja,
dengan batas maksimal usia 60 tahun. Kedua, pelaksanaan evaluasi kinerja
berkala oleh tim independen (Camat, BPD, dan perwakilan masyarakat)
dengan indikator teknis dan integritas yang terukur. Ketiga, pemberlakuan

instrumen pemberhentian berbasis kinerja secara proporsional. Guna

59



60

menjamin perlindungan hukum bagi perangkat desa yang sedang menjabat,
perombakan ini wajib menyertakan ketentuan peralihan yang bersifat non-
retroaktif, jaminan perpanjangan tanpa seleksi ulang bagi yang lulus
evaluasi, serta pemenuhan hak prosedural.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, untuk melakukan
peninjauan kembali (legislative review) terhadap Undang-Undang Desa,
khususnya merevisi Pasal 53 guna memasukkan klausul periodisasi,
evaluasi kinerja, dan ketentuan peralihan. Sebagai langkah awal sebelum
undang-undang diubah, Pemerintah Pusat disarankan untuk menerbitkan
Peraturan Pemerintah terkait standar pembinaan dan evaluasi kinerja
perangkat desa. Pada tataran implementasi, Pemerintah Daerah harus segera
merumuskan instrumen penilaian kinerja yang terukur sekaligus
memperketat pengawasan proses seleksi untuk menutup ruang
penyimpangan atau jual beli jabatan..

2. Kepada warga negara yang memiliki kedudukan hukum atau para pemohon
pengujian undang-undang di masa mendatang, agar memfokuskan dalil
permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada "ketiadaan instrumen
periodisasi dan evaluasi kinerja berkala". Pemohon disarankan untuk tidak
lagi menuntut penghapusan "batas usia 60 tahun", sehingga Mahkamah
Konstitusi dapat memberikan putusan substantif terhadap kekosongan
instrumen akuntabilitas tanpa mencabut jaring pengaman kepastian hukum

yang melindungi perangkat desa.
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